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Menimbang :

Mengingat

a.

15

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan
Bupati Siak Nomor 187 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2019 perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Siak tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten
Siak Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

13:

14,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1838);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1506);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Siak Tahun 2013 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 14 Seri A);

Peraturan Bupati Siak Nomor 176 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 176);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI SIAK NOMOR 187 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 187 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten
Siak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 187)
diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B
dan Pasal 9C sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(9)

(6)

(8)

Pasal 9A

Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);

b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun

anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran

sebelumnya.

Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih

besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II,

penyaluran Dana Kampung tahap Il tidak dilakukan.

Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan

sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar

dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Kampung yang ditunda

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa

Dana Kampung di RKUD.

Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan oleh

aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah

terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada

Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK

Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Pasal 9B

Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A
ayat (1) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau
sama dengan 30% (perseratus); dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9A ayat (1) huruf a dan huruf c¢ berlangsung sampai dengan

berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke

RKD dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.

Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Kampung.

Bupati memberitahukan kepada Penghulu yang bersangkutan mengenai Dana

Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar

dianggarkan kembali dalam rancangan APBKampung tahun anggaran

berikutnya.

Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu

pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan

permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap Il yang belum disalurkan

dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik

dan Dana Kampung paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran

berjalan.

Pasal 9C

Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah
dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung
di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Kampung.

Bab IV dihapus.

Pasal 14 dihapus.

Pasal 15 dihapus.

Pasal 16 dihapus.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tagggal 29 Juli 2019

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 30



Nomor
Sifat
Lampiran :

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
E-mail:dpmkkabsiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 10 Mei 2019

o Kepada Yth,
: 045.4/DPMK-PKK/ 1 | Sdr. Kepala Bagian Hukum
: Penting. Setda Kab.Siak
- di -
: Penyampaian Konsep Perubahan
Peraturan Bupati Siak. Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara konsep Perubahan
Peraturan Bupati Siak tentang :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR
187 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan adanya
koreksi dan masukan dari Saudara, agar konsep Surat Perubahan
Peraturan Bupati Siak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian untuk Saudara maklumi, atas kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG z
KABUPATEN SIAK -
Sekretaris

Pembina Tk. I (IVb)
NIP.1978212 199702 2 001



